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Implementasi pembelajaran daring dirumah ini menggunakan media watshapp, google
pembelajaran daring classroom atau zoom. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi
Virus covid-19 menurut George Edward III yaitu Komunikasi (communication), Sumber

Daya (Resources), Disposisi (Disposition) dan Struktur Birokrasi (Bureucratic
Structure). Hasil penelitian menjukkan bahwa Komunikasi yang terjadi di
jajaran Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pontianak sudah cukup baik, terlihat dalam penerbitan surat edaran
yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19,
selanjutnya di respon oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan
mengeluar-kan surat edaran perihal pencegahan covid-19 dengan meliburkan
sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengintruksikan untuk
belajar di dalam rumah. Ada beberapa kendala yang dialami saat
melaksanakan kebijakan pembelajaran daring, seperti keterbatasan akses
jaringan internet dibeberapa wilayah di kota Pontianak, dengan adanya
pembelajaran daring ini juga bisa memberatkan orang tua siswa karena harus
mempunyai gadget beserta kuota internet untuk mengaksesnya. Ada beberapa
Siswa yang kesulitan dalam mengakses materi yang diberikan secara onlinen
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Pendahuluan

Pada 11 Maret 2020 lalu, World Health Organization (WHO) mengumumkan status pandemi global untuk
penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut corona virus disease 2019 dilansir CNBC, Kamis (12/3/2020).
Pandemi berarti wabah penyakit yang menyerang banyak korban dan terjadi serempak di berbagai negara.
Sementara itu badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia
berpotensi terinfeksi COVID-19. Penyakit ini menjadi penyakit yang mematikan karena merupakan virus baru
yang belum ditemukan vaksin dan obatnya. Karena belum ditemukannya vaksin dan obat untuk COVID -19
menyebabkan terjadinya pertarungan sengit antara manusia dengan COVID-19, dimana ia yang memiliki antibodi
kuat akan menang dan bisa sembuh atau bahkan tidak terinfeksi dan begitupun sebaliknya, yang memiliki antibodi
lemah maka ia akan kalah.

Berbagai elemen masyarakat, lembaga swadaya, pemerintah hingga Badan Kesehatan Dunia (WHO)
bahumembahu memberikan informasi akurat mengenai Corona COVID10 beserta penyebaran dan cara
pencegahannya Menurut data yang di kumpulkan oleh Worldometers (worldmeters.info, 2020) menunjukkan
hingga 7 April 2020 pukul 18.00 WIB, total angka kasus positif COVID-19 di dunia telah mencapai lebih dari 1,3
juta pasien. Lebih dari 75 ribu nyawa melayang akibat infeksi virus ini. Meski begitu terdapat sekitar 293 ribu
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pasien berhasil sembuh dan memulai lagi kehidupan normal seperti sedia kala. Indonesia sempat mencapai tingkat
kematian tertinggi yaitu sekitar 9,11 persen pada Sabtu, 4 April 2020. Saat ini, berdasar data Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19 (Selasa, 7 April 2020), angka tersebut turun menjadi 8 persen. Tapi tetap
masih lebih tinggi dibanding angka kematian global sebesar 5,7 persen. (tirto.id, 2020).

Pemberlakuan Social Distancing ini menjadi polemik bagi masyarakat, karena menyebabkan kerugian finansial
maupun non finansial. Selain itu karena dengan adnaya sosial distancing ini maka beberapa kegiatan menjadi
terhambat, dibatalkan dan harus dilakukan secara jarak jauh. Beberapa bidang kegiatan tersebut antara lain
perekonomian, industry, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Dengan adanya jumlah korban covid-19 yang
terus bertambah maka beberapa bidang kegiatan yang biasanya dilaksanakan diluar rumah menjadi di dalam
rumah atau work from home (WFH). Salah satu bidang tersebut yaitu bidang Pendidikan. Didalam bidang
pendidikan pemerintah mengambil kebijakan terkait pembelajaran daring bagi semua tingkat pendidikan baik itu
TK, 19 SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kebijakan ini dipilih untuk meminimalisir korban covid-19
agar tidak berjatuhan lebih banyak lagi.

Semua instansi pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi terpaksa harus diliburkan untuk
mengurangi tersebarnya wabah Covid19. Namun, hal ini tidak sematamata berarti peserta didik dan atau
mahasiswa libur dan tidak melakukan pembelajaran. Pemerintah dalam menangani hal ini mengambil langkah
untuk membuat kebijakan bahwa peserta didik dan atau mahasiswa melakukan belajar di rumah melalui
pembelajaran daring atau jarak jauh dengan sistem online. Hal ini disampaikan melalui Surat Edaran Mendikbud
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, Nomor 36962/MPK.A/HK/2020
tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease (COVID19), Surat Edaran dan petunjuk dari Kepala Daerah, dan Rektor masing-masing Universitas, serta
Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat
Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Implementasi Kebijakan publik di bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan keputusan yang
mana telah diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor
yang mempengaruhinya pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik bidang
pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrut-men tenaga kependidikan, pengembangan profesional
staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak
langsung atas pendidikan. Penelitian ini dianalisis menggunkan teori implementasi Edward 111, dengan mengkaji
empat faktor atau variabel dari kebijakan, yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Teori
Implementasi Edward 11 ini dinilai relevan karena variabel dalam teori tersebut dapat mencakup seluruh data yang
dibutuhkan oleh penulis terkait pelaksanaan kebijakan Pendidikan daring di Kota Pontianak. Untuk menuju
implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk
kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan mengenai kebijakan yang
akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk
menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain
dengan media masa, elektronik, sosial dll.

Sejak pandemi COVID-19 ini, kebijakan yang sudah direncanakan mengalami perubahan meskipun telah di
masak matang oleh Pemerintah khususnya oleh Kemendikbud. Dengan berbagai pertimbangan hingga membuat
keputusan itu diambil salah satunya terkait dengan kesehatan siswa dan guru. Dengan hal ini pun pembelajaran
yang pula dilaksanakan dikelas juga dilaksanakan secara online. Dengan keterbatasan ruang, siswa dan guru
berinteraksi melalui alat komunikasi. Implementasi pembelajaran Daring ini dilakukan untuk mendukung
pemerintah dalam meminimalisir jatatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Fokus yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward 111 yaitu Komunikasi (communication), Sumber
Daya (Resources), Disposisi (Disposition) dan Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure).

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh
implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan
sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan
kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja. Dispoisisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana
kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi
juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor
mengenai disposisi implementasi kebijakan oleh (Edward Il dalam Agustino, 2006) adalah pengangkatan
birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada
implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-
pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah
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orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan
masyarakat.

Metode

Metode penelitian adalah sebuah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk
tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2018:2)
menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan
tertentu. llmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada sifat ilmiah, rasional, empiris, dan sistematis
karena penelitian telah ditemukan dalam filsafat ilmu. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci
(Sugiyono, 2016:193). Penelitian kualitatif menurut ahli di atas, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian
yang dilakukan untuk meneliti sebuah objek sebenarnya yang terjadi dilapangan secara ilmiah dan menjadikan
sebuah instrumen kunci dalam penelitian tersebut. Penulis mengumpulkan data melaui wawancara, observasi.
Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap
informan yang terdiri dari, 1) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak, 2) Sub Bagian Program
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, dan 3) Kepala Dinas Kominfo Kota Pontianak.

Hasil dan Pembahasan
Komunikasi (Communication)

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-
individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan
dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana. Konsistensi dan keseragaman dari ukuran
dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implemnetors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan
kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus
dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran
(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Pada kebijakan yang telah diterapkan
pemerintahan Pontianak ini sudah dikomunikasikan kepada pihak pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut
seperti kepala sekolah dan para guru tetapi pada kenyataannya belum ada pemahaman yang jelas terhadap orang
tua dan murid sehingga kurang dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Seperti tetap membiarkan
anak anaknya bermain diluar yang seharusnya tetap dirumah saja, dan kurang terdapat pengawasan terhadap orang
tua.

Pendidikan adalah salah satu faktor utama bagi penerus bangsa ini, walaupun dalam pandemi COVID-19 tetap
perlu upaya agara pendidikan tetap berjalan sesuai mestinya dan tidak menghambat pembelajaran antara pendidik
dan juga siswa. Maka dalam hal ini perlu adanya kerja sama antara guru, siswa, orang tua dan juga pemerintah,
agar bersama sama mewujudkan tujuan pendidikan meskipun keadaan yang mengkhawatirkan seperti ini. Dalam
keadaan seperti ini mau tidak mau maka proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode online atau
E-Learning tanpa tatap muka. Dalam proses pelaksaan mungkin terdapat hambatan-hambatan yang terjadi karena
perbedaan kemampuan seseorang untuk mempunyai akses komunikasi yang digunakan. Dan selama proses
pembelajaran darling dilakukan terdapat sisi positif dan negatif yang dirasakan oleh siswa maupun tenaga pendidik

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan maka harus mengerti betul apa yang harus dilakukan,
selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai
dari tujuan dan sasarannya. Berikut kutipan wawancara yang peneliti lakukan Bersama Bapak Syahdan Aziz selaku
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak, terkait bagaimana pemberian informasi yang
diberikan ke sekolah untuk siswa mengenai penerapan proses pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-
19

Dari kami Dinas Pendidikan memiliki beberapa cabang dinas dan nah dari situ kemudian kita
menyampaika informasi dengan memberi surat edaran ke cabang dinas kemudian masuk ke sekolah-
sekolah yang selanjutnya pihak sekolah yang punya wewenang untuk menyampaiakan ke siswa-siswanya.
Selanjutnya untuk kebijakannya itu tergantung bidang masing-masing karena ada disitu koordinator
kurikulum, dia lihatmi kondisi di sekolahnya. Karena tidak semua anak-anak punya android, karena taraf
ekonomi orang tuanya juga berbeda-beda tidak boleh disamakan. Artinya Kembali ke sekolah masing-
masing karena tidak bisa juga kita tekanka bilang harus vicon (Video Conference). Kita saja kalau vicon
sampai 1 jam bisa habis mi 4GB kuota. Orang tua belum tentu membiayai anaknya dengan pemakaian
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kuota banyak dalam tiap hari belajar. Wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Pontianak (28 April 2022).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas penulis simpulkan bahwa penyaluran komunikasi yang diutarakan
oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah terarah dan jelas, yang pada intinya
informasi kebijakan penerapan pembelajaran sistem daring di masa pandemi Covid-19 di serahkan ke sekolah
masing-masing dengan melihat kondisi ekonomi siswa.

Searah dengan hasil wawancara penelitian dilapangan, dengan Bapak Fahmi Kurnia Hidayat, selaku Kepala
dinas Kominfo Kota Pontianak, sebagai berikut:

Pelaksanaan Komunikasi telah terstruktur, pertama mereka mengikuti himbauan pemerintah pusat, lalu
berkoordinasi dengan kepala daerah serta sekolah-sekolah. Bentuk komunikasi adalah menyampaikan
kepada sekolahsekolah agar menerapkan kebijakan pendidikan berbasis daring, itu dilakukan dalam surat
edaran tentang pendidikan daring di masa pandemi. Wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas
Kominfo Kota Pontianak (29 April 2022).

Komunikasi yang terjadi di jajaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah cukup baik,
terlihat dari respon Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan mengeluarkan surat edaran perihal
pencegahan covid-19 untuk meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah, bentuk tindak lanjut dari
surat edaran WaliKota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19,

Sumber Daya (Resources)

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward 111 dalam
(Widodo, 2013:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan dan aturan serta
bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan
kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber Daya yang menjadi penentu keberhasilan implementasi tersebut dantaranya Sumber Daya Manusia,
Sumber Daya Waktu, dan Sumber Daya Dana. Pelaksanaan pembelajaran daring ini membutuhkan sumber daya
yang mumpuni, namun bukan karena pembelajaran daring di situasi sekarang ini pandemi Covid-19 dapt
terlaksana karena Sumber Daya yang sudah mumpuni, karena memang situasi mengharuskan pembelajaran daring
tersebut. Dalam pelaksanaannya selama situasi, masih banyak sumber daya yng dbutuhkan, seperti manusia yang
kompeten , waktu yang tepat, dan juga dana sebagai akses masuk internet

Berikut kutipan wawancara yang peneliti lakukan Bersama Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan
kebudayaan Kota Pontianak, terkait Terkait dengan kondisi sumber daya manusia dan kompetensi Sub Bagian
Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Untuk sumber daya manusia dari yang kurang paham terhadap IT misalnya guru, Kita sesuaikan juga bagi
yang kelahiran 1965 kebawah ituyakin saja susah paham untuk IT (Informasi Teknologi) yang 1970 — an ke
atas itu sudah bisami mengfungsikan IT ibaratnya menjangkau mi tekolomunikasi. Kalau kelahiran 1965
kebawah kayaknya memang agak susah karena dia sudah hidup di zona nyaman sistem mengajarnya.
Palingan bisa sedikit tapi aplikasi yang ringan seperti WhatsApp itu saja pasti didampingi sama anaknya
di rumah. Jadi memang ini tantang untuk kita, tetapi secara tidak langsung dimaklumi saja. Kan sudah ada
imbangan sudah ada yang paham dan mulai pintar mengfungsikan. Kalau sudah ada pengarahan dan mau
belajar setidaknya mengurangi dari presentasi nya dan ada usaha. Jadi kita Kembali kalau kita tidak bisa
melek semua setidaknya sudah adalah kita lakukan perubahan. Wawancara yang diperoleh dari Sub
Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak (29 April 2022).

Kemampuan Guru disini dirasa sudah cukup kompetitif yang dimana menjelaskan materi melalui beberapa
portal online yang bisa diakses oleh siswa. Tetapi ada Guru yang usianya sudah lanjut kurang mampu menguasai
beberapa portal online tersebut yang menjadikan pembelajaran daring kurang efektif. Selain itu sumber daya ini
juga berupa sumber daya peralatan yaitu media atau aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang digunakan yaitu WA
Group, zoom/meet, google classroom, V-learning. Dengan adanya beberapa portal online ini maka memudahkan
Guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Materi yang diberikan kepada siswa biasanya dalam bentuk
power point ataupun video berjalan dan voice note, serta memberikan tugas-tugas yang digunakan untuk
menunjang nilai siswa. Dan pada saat pelaksanaan ujian tengah semester juga dilaksanakan melalui berbagai
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macam portal online tersebut sehingga memudahkan satu sama lain dan tidak harus melaksanakan ujian tengah
semester dengan tatap maka untuk meminimalisir terjadinya penularan virus covid-19.

Ensiklopedia Webster yang dikutip oleh Fauzi pada tahun 2004, Sumber Daya adalah merupakan sarana yang
dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Lebih spesifik Rees dalam (Fauzi, 2004) lebih jauh
mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria yang pertama
yaitu harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya dan yang kedua adalah
harus ada permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut. Dari pengertian tersebut telah mengambarkan
bahwa Sumber Daya juga menjadi salah satu tolak ukur penentuan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Dalam
konteks penelitian ini maka poinnya adalah bagaimana kemampuan sumber pemerintah daerah Kota Pontianak di
bidang pendidikan dalam pelaksanaan metode belajar daring di masa pandemi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa kendala dalam aspek sumber daya hanya berasal dari belum
meratanya jangkauan akses internet sehingga jika listrik padam maka internet juga ikut mati. Ini salah satu kendala
dalam proses belajar daring.Kendala yang dialami saat melaksanakan kebijakan pembelajaran daring, seperti
keterbatasan akses jaringan internet dibeberapa wilayah di kota Pontianak, dengan adanya pembelajaran daring ini
juga bisa memberatkan orang tua siswa karena harus mempunyai gadget beserta kuota internet untuk
mengaksesnya. Ada beberapa Siswa yang kesulitan dalam mengakses materi yang diberikan secara onlinen karena
tidak memiliki kuota

Disposisi (Disposition)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah salah satu faktor penting dalam pendekatan mengenai
pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan
tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika
implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati
tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami
banyak masalah. Sikap ini juga dapat diartikan sebagai karakteristik dari pelaksana kebijakan yang bereperan
penting untuk mewujudkan keberhasilan sebuah kebijakan. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana
kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Dalam kebijakan ini sikap yang ditunjukkan dari
implementor cukup positif, dimana terbukti dengan para ASN ataupun PNS yang dalam melaksanakan kebijakan
tersebut mematuhi segala prosedur yang ada. mereka cenderung mendukung kebijakan tersebut, karena mereka
sadar pentingnya kebijakan tersebut dalam mengatasi pandemi Covid 19 ini.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat
demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan
kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap
atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak
efektif. Dalam melaksanakan pembelajaran pada saat keadaan yang seperti sekarang ini, perlu adanya komitmen
dan sikap kemauan dari setiap individu atau pelaksanaan kebijakan, karena mau tidak mau jika dalam kondisi
seperti ini pendidikan tidak berjalan maka tujuan yang sudah disusun atau ditetapkan berdasarkan Undang-undang
akan terhalang. Dengan adanya kepedulian antar sesama pembuatan kebijakan dan pelaksana maka kebijakan
tersebut akan menjadi mudah dijalani dan akan menemukan letak keberhasilannya.

Dalam penelitian ini fokusnya adalah siapa yang memberikan arahan dalam Implementasi Kebijakan
pendidikan daring. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan
kebudayaan Kota Pontianak, sebagai berikut:

“Pertama adanya surat adaran dari Walikota, kemudian direspon oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak
dengan mengeluar-kan surat edaran perihal pencegahan covid-19 dengan meliburkan sementara kegiatan
belajar mengajar di sekolah dan mengintruksikan untuk belajar di dalam rumah. surat edaran tersebut
memuat tentang himbau pembelajaran daring dan luring di sekolah-sekolah” Wawancara yang diperoleh
dari Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak (29 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak
menunggu perintah dari Walikota Pontianak dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis daring. Menurut
hemat berpikir peneliti hal itu sudah baik. Kondisi ini tidak mengalami masalah dilapangan. Pada prinsipnya
menurut peneliti aspek Disposisi telah telaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah Kota Pontianak dalam
melaksanakan proses belajar daring dan luring, ini adalah contoh baik bagi daerah lain di Provinsi Kalbar.
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Struktur birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur
organisasi ini meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam pembelajaran
daring ini tidak ada aturan tertulis yang jelas, yang dimana mekanisme pembelajaran merupakan kesepakatan
antara Guru dan siswa baik itu jam perpembelajaran an maupun menggunakan portal online apa yang digunakan
dalam media pembelajaran. Menurut (Edward 11l dalam Agusrtino 2006), bahwa struktur birokrasi merupakan
struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk
mewujudkan keberhasilan kebijakan. Berikut hasil wawancara penulis dengan Sub Bagian Program pada Dinas
Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak:

“Jadi stukturnya dari sekretariat itu diarahkan ke Kebijakannya tergantung bidang masing-masing karena
ada disitu kordinator kurikulum, jadi dia lihat, tempatnya sekolah masing-masing. Karena tidak semua
anak-anak itu punya android. Kemudian di lanjutkan kalau kita design nya di sini, Kita lihat dulu aturan
dari permendikbud, itu sebagai sumber membuatan SOP nya.” Wawancara yang diperoleh dari Sub
Bagian Program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak (30 April 2022).

Dalam strukur birokrasi ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari Standar Operasioal Prosedur dan Fragmentasi
yang dijalankan. Secara SOP, dalam hal ini menggunakan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona virus Disease (Covid- 19). Surat
edaran ini berisi mengenai proses diselenggarakannya kegiatan belajar di rumah yaitu sebagai berikut: a. Belajar
dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang
bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh 100 capaian kurikulum untuk kenaikan kelas
maupun keluiusan b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai
pandemi Covid19. c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai
minat dan kondisi masingmasing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah. d.
Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baiik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru,
tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.

Kemudian secara fragmentasi, yaitu terkait dengan distribusi tanggung jawab didalam kebijakan belajar
dirumah ini adalah pemerintah Kota Pontianak dan dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak bertanggung
jawab sebagai pelaksana/implementator yang tetap berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota
Pontianak dan dibawah naungan dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak. Mereka memastikan
kelancaran kegiatan belajar dirumah secara optimal dan menjawab berbagai kendalakendala yang terjadi selama
implementasi kebijakan ini. Secara tanggung jawab kegiatan belajar dirumah selama ini, diberikan kepada masing-
masing sekolah sesuai dengan kondisi daerah dan sekolah masing-masing.

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya penyelenggaraan pembelajaran daring ditengah wabah
covid-19 yang belum selesai ini sangat membantu Siswa dalam perpembelajaran sehingga tidak menyebabkan
Siswa untuk datang secara langsung ke kampus untuk mendapatkan materi. Perpembelajaranan secara daring ini
bisa diakses melalui beberapa portal online seperti WA,Google Classroom, Zoom dll. Komunikasi yang terjadi di
jajaran Pemerintah Kota Pontianak sudah cukup baik, terlihat dalam penerbitan surat edaran yang dikeluarkan oleh
Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19, selanjutnya di respon oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak
dengan mengeluar-kan surat edaran perihal pencegahan covid-19 dengan meliburkan sementara kegiatan belajar
mengajar di sekolah dan mengintruksikan untuk belajar di dalam rumah. Ada beberapa kendala yang dialami saat
melaksanakan kebijakan pembelajaran daring, seperti keterbatasan akses jaringan internet dibeberapa wilayah di
kota Pontianak, dengan adanya pembelajaran daring ini juga bisa memberatkan orang tua siswa karena harus
mempunyai gadget beserta kuota internet untuk mengaksesnya. Ada beberapa Siswa yang kesulitan dalam
mengakses materi yang diberikan secara onlinen karena tidak memiliki kuota. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan teori dari Implementasi Kebijakan menurut George Edward 1l yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi dan struktur birokrasi. Dari semua aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik. Tetapi ada beberapa
aspek yang harus dibenahi untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran daring yang lebih efisien dan efektif.
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